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ABSTRAK 

Fenomena parallel import merupakan salah satu kegiatan sebagaimana terjadi akibat 

dari liberalisasi perdagangan di pasar global. Parallel import secara harafiah 

merujuk pada aktivitas impor barang dengan merek yang sah, namun tidak melalui 

jalur distribusi yang resmi. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi licensor 

maupun license, sebagaimana kerugian tersebut termasuk dalam kerugian lucrum 

cessans. Aktivitas parallel import di Indonesia tentunya tidak memiliki payung 

hukum yang jelas. Apabila merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), memiliki 

cakupan ruang lingkup pelindungan terhadap merek yang kurang luas. Hal ini 

mengakibatkan seringkali pengadilan kurang konsisten dan melakukan kesalahan 

intrepetasi substansial dalam memutus sebuah perkara terikait parallel import. Oleh 

karena itu, isu hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yakni: pertama, 

pengaturan hukum terhadap kegiatan parallel import bagi pemegang merek di 

Indonesia dan kedua, perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap kegiatan 

parallel import di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, 

sebagaimana menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan perundang-

undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan 

pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa meskipun UU MIG memberikan dasar hukum untuk 

melindungi pemegang merek, akan tetapi belum ada kejelasan terkait pengaturan 

terhadap aktivitas parallel import yang sering kali memberikan kerugian bagi 

licensor maupun licensee. Selain itu, UU MIG belum memiliki kejelasan mengenai 

penggunaan prinsip exhaustion right dalam hal pendistribusian suatu komoditas. 

Seringkali, pemegang merek harus menempuh langkah represif untuk 

mengembalikan hak mereka. Oleh karena itu, dalam rangka mengembalikan hak, 

para pemegang merek dapat mengajukan gugatan melalui doktrin unjust enrichment. 

 

Kata Kunci: Parallel import, Perlindungan Hukum, Exhaustion Right 
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ABSTRACT 

The phenomenon of parallel import is one of the activities resulting from trade 

liberalization in the global market. Parallel import literally refers to the activity of 

importing goods with legitimate brands, but not through authorized distribution 

channels. This certainly causes losses for licensors and licensees, as these losses are 

included in the lucrum cessans losses. Parallel import activities in Indonesia 

certainly do not have a clear legal umbrella. When referring to the Law of the 

Republic of Indonesia Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical 

Indications (MIG Law), it has a less broad scope of protection of trademarks. This 

has resulted in the court often being less consistent and making substantial 

interpretation errors in deciding a case related to parallel import. Therefore, the 

legal issues in this study are divided into 2 (two), namely: first, legal regulation of 

parallel import activities for trademark holders in Indonesia and second, legal 

protection for trademark holders against parallel import activities in Indonesia. 

This research is a normative legal research, as it uses 3 (three) approaches, namely 

the statutory approach (statue approach), conceptual approach (conceptual 

approach), and comparative approach (comparative approach). The results of this 

study show that although the MIG Law provides a legal basis to protect trademark 

holders, there is no clarity regarding the regulation of parallel import activities that 

often cause harm to licensors and licensee. In addition, the MIG Law lacks clarity 

regarding the use of the exhaustion right principle in the distribution of a 

commodity. Often, trademark holders have to resort to repressive measures to 

restore their rights. Therefore, in order to restore the rights, the trademark holders 

can file a lawsuit through the doctrine of unjust enrichment. 
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